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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah. Pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN tunduk para ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara
(ASN) merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena
dalam pemerintahan yang baik terdapat sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai
berwujudan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil
Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Oleh sebab itu pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara harus berdasarkan pada
perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan
kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan,
dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pejabat administrator harus menjamin akuntabilitas
jabatannya untuk memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan
baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja
secara berkesinambungan. Untuk menjamin akuntabilitas jabatannya maka setiap PNS
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan hasil penilaian
kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.

Untuk mengembangkan kompetensi pejabat administrator dalam memenuhi standar
kompetensi manajerial jabatan administrator, perlu Pelatihan Kepemimpinan Administrator

(PKA) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 217 ayat (5) Peraturan Pemerintah



Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pejabat struktural,
pejabat administrator harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam pelatihan
administrator ini adalah Rancangan Aksi Perubahan.

Rancangan Aksi Perubahan disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang yang diemban
sebagai salah satu pejabat administrator di Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Rancangan Aksi Perubahan yang disusun terkait tugas dan fungsi dalam
penanganan dan penyelesaian konflik yang merujuk pada rumusan hasil Rapat Kerja Nasional
Tahun 2023, terhadap penanganan permasalahan sengketa dan konflik pertanahan diantaranya,
yaitu:

Penyempurnaan regulasi;

Pencegahan sengketa, konflik dan perkara;
Percepatan penanganan sengketa;

Percepatan penanganan konflik;

Penanganan kejahatan di bidang pertanahan;
Penanganan perkara pertanahan;

Digitalisasi data dan informasi kasus pertanahan;
Peningkatan kualitas SDM.
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Berdasarkan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 tersebut, percepatan
penanganan permasalahan pertanahan menjadi hal yang sangat penting dan harus menjadi
fokus instansi. Maka Rancangan Aksi Perubahan yang disusun ini akan berkaitan dengan
pencegahan kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Direktorat Pencegahan dan
Penanganan Konflik Pertanahan sebagai unit kerja yang saat ini ditempati penulis mempunyai
tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pencegahan, penanganan
serta penyelesaian konflik pertanahan. Sebagai pimpinan, khusus pada Sub Direktorat
Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta kerjasama kelembagaan dalam pencegahan
sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Beberapa permasalahan pada kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan tidak

terlepas dari terjadinya cacat administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.



Cacat administrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses
administrasi pelayanan publik. Cacat administrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan
prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum,
tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah,
tindakan cacat administrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun
badan swasta atau bahkan perseorangan.

Pada penelitian yang dilakukan olen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional khusunya Ditjen 7 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas
Trisakti menyebutkan bahwa 40% permasalahan pertanahan disebabkan oleh maladministrasi,
diikuti dengan 30% disebabkan oleh permasalahan pidana dan 30% oleh permasalahan perdata.
Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk dibuat sebuah peraturan untuk pencegahan
terjadinya cacat administrasi berulang berdampingan dengan peraturan mengenai penanganan
kasus pertanahan sehingga instansi dapat membuat kebijakan pencegahan atas munculnya
permasalahan pertanahan khususnya mengenai penanganan kasus berulang dengan tipologi dan

anatomi yang sama.

. Tujuan Aksi Perubahan
Pada rancangan aksi perubahan kinerja organisasi yang disusun oleh penulis ini

memiliki tujuan antara lain:

1. Jangka Pendek, yaitu terbentuknya suatu kebijakan berkaitan tentang pencegahan kasus
pertanahan sebagai langkah preventif terjadinya kasus-kasus pertanahan yang berulang;

2. Jangka Menengah, yaitu terbentuknya pemahaman dari seluruh stakeholder terkait dengan
pencegahan kasus pertanahan melalui sosialisasi;

3. Jangka Panjang, yaitu terbentuknya basis data penyelesaian kasus pertanahan sebagai bahan
referensi dalam pencegahan kasus pertanahan sehingga dapat mengurangi timbulnya kasus

baru dengan anatomi dan tipologi kasus yang sama.



C. Manfaat Aksi Perubahan
Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi diharapkan dapat memberi
manfaat bagi penulis sebagai pemimpin unit organisasi dan bagi perkembangan organisasi itu
sendiri, berdasarkan hasil pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
penulis mendapatkan manfaat, antara lain:
1. Pribadi Penulis
a. Mengetahui permasalahan pada lingkungan unit kerja Direktorat Jenderal Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan;
b. Melakukan upaya preventif mencegah terjadinya kasus pertanahan yang berulang;
2. Internal (Organisasi)
a. Organisasi mempunyai kebijakan yang mengatur terkait dengan pencegahan kasus
pertanahan;
b. Terciptanya manajemen penanganan kasus berulang dan pencegahannya dengan
anatomi dan tipologi kasus yang sama;.
c. Berkurangnya angka pengaduan kasus pertanahan.
3. Eksternal (Masyarakat)
a. Mewujudkan organisasi yang memberikan pelayanan secara profesional dan
terpercaya;
b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanganan aduan;
c. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah;

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan
Berdasarkan pada judul yang telah ditetapkan penulis, ruang lingkup aksi perubahan
akan dilaksanakan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan atau Ditjen VII dengan indikator kesuksesan adalah pengesahan kebijakan baru
dalam bentuk peraturan menteri yang pada pokoknya berkaitan dengan pencegahan kasus

pertanahan.



BAB Il
PROFIL ORGANISASI DAN ANALISA MASALAH
Profil Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah kementerian
yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020
tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian Pasal 2 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional mengatur bahwa BPN
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan
pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan,
pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik
pertanahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai pembantu
presiden yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjadi
dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan
Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode
Tahun 2019-2024, tentunya memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara. Sebagai
salah satu instansi yang memiliki peran penting, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional harus memiliki visi dan misi yang jelas selama menjalani masa
pemerintahan bersama presiden. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

menyebutkan bahwa visi instansi adalah sebagai berikut.



4 )

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang
Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk
Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

N 7

Visi tersebut akan menjadi arah, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam

lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang
terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut,
berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dijalankan melalui 2 (dua) misi dengan uraian sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif,
Berkelanjutan, dan Berkeadilan;

2) Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif,
Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalisasikan dengan berorientasi terhadap
pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan
penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu
penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek sosial: yaitu
penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan, sedangkan misi kedua yaitu
menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar
mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong
terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Visi dan misi tersebut tentunya merupakan fokus Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Untuk mencapainya dapat dilakukan dengan mengetahui
tujuan dan sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan
memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran
Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land
Management Paradigm/LMP). Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama vyaitu:



“Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif,
Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu:
1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan.
Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang
yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan:
3) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Strategi yang diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis LMP adalah penguatan aspek spasial (data
bidang tanah terkait kepentingan hak, batasan dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari
penguasaan, pemilikan, pemanfaatan tanah dan ruang), aspek institusional (mekanisme,
prosedur dan proses melibatkan para pihak terkait urusan tanah dan ruang), aspek legal
(kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan Kementerian)
yang berbasis data dengan cakupan yang lengkap, memiliki reliabilitas tinggi, dan transparan.
Sesuai dengan salah satu fungsi dari Kementerian Agraraia dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yaitu penanganan sengketa dan konflik pertanahan, bahwa Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional, dan Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dapat melakukan penanganan dan
penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit
kerja yang berwenang dalam pelaksanaanya adalah Direktorat Jenderal VI1I/Ditjen VII pada
unit kerja pusat, Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa atau Bidang V pada kantor
wilayah, dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa atau Seksi V pada kantor
pertanahan. Ketiganya berwenang dalam menindaklanjuti pengaduan permasalahan pertanahan
dari masyarakat dan terus berinovasi dalam meminimalisir serta mencegah kejahatan
pertanahan di masyarakat. Ditjen ini adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan
pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada direktorat jenderal ini dibentuk suatu

struktur organisasi untuk mempermudah koordinasi dan porsi kerja
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Gambar 1. Susunan Organisasi Ditjen VII

Sesuai dengan bagan di atas bahwa Ditjen VI terdiri atas:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal;

2) Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan;

3) Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan;

4) Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan; dan

5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap direktorat memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundang-
undangan. Salah satu direktorat yang saat ini merupakan satuan kerja penulis adalah Direktorat
Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan dengan struktur sebagai berikut.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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Gambar 2. Susunan Organisasi Dit PPKP

Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pencegahan, penanganan serta
penyelesaian konflik pertanahan. Khusus pada Sub Direktorat Pencegahan dan Hubungan
Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
dan koordinasi serta kerjasama kelembagaan dalam pencegahan sengketa, konflik dan perkara
pertanahan.

Beberapa permasalahan pada kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan tidak
terlepas dari terjadinya cacat administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
Cacat administrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses
administrasi pelayanan publik. Cacat administrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan
prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum,
tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah,
tindakan cacat administrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun

badan swasta atau bahkan perseorangan.



Pada penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional khusunya Ditjen 7 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas
Trisakti menyebutkan bahwa 40% permasalahan pertanahan disebabkan oleh maladministrasi,
diikuti dengan 30% disebabkan oleh permasalahan pidana dan 30% oleh permasalahan perdata.
Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk dibuat sebuah peraturan untuk pencegahan
terjadinya cacat administrasi berulang berdampingan dengan peraturan mengenai penanganan

kasus pertanahan.
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Gambar 3, Permasalahan pada unit kerja

Jika tindak pidana korupsi erat dengan kerugian negara, cacat administrasi erat dengan
kerugian masyarakat. Itu karena cacat administrasi berdampak adanya kerugian masyarakat
secara kolektif maupun orang perseorangan, baik berupa materiil maupun immateriil. Kerugian
masyarakat akibat cacat administrasi bisa berupa kerugian finansial, kerugian non-finansial,
maupun kerugian ekonomi. Pelayanan yang buruk seringkali menyebabkan biaya yang harus
dikeluarkan masyarakat jadi membengkak, yang berarti ada kerugian finansial. Belum lagi
kerugian non-finansial seperti stres, ketidaknyamanan, kemarahan, hingga waktu yang
terbuang percuma. Lebih jauh, pelayanan yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya
kesempatan mendapat keuntungan (loss of income opportunity) atas suatu kegiatan ekonomi.
Namun seperti halnya istilah maladministrasi, isu kerugian masyarakat ini belum populer di
masyarakat. Publik kadang tidak sadar betapa besar kerugian yang ditanggung masyarakat

akibat cacat administrasi. Bisa jadi hal itu karena cacat administrasi dalam pelayanan dianggap
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suatu hal yang biasa. Mungkin juga karena kerugian finansial yang ditanggung orang
perorangan dianggap tidak besar. Padahal jika diakumulasikan, kerugian masyarakat akibat
cacat administrasi bisa jadi jauh lebih besar daripada kerugian negara akibat kasus korupsi.
Maka dari itu sangat penting untuk dibuat suatu kebijakan berkenaan dengan
pencegahan kasus pertanahan berulang agar penanganannya dilakukan dengan lebih efektif dan
efisien atas adanya kebijakan baru yang memberikan petunjuk atas terjadinya kasus pertanahan
dengan tipologi dan anatomi yang sama dan bagaimana penanggulangannya agar tidak terjadi

kembali di masa yang akan datang.

Analisa Masalah Pelayanan
Analisa masalah merupakan tahapan awal dalam penyelesaian isu yang terjadi di suatu
tempat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami apa yang terjadi di lingkungan
kerja dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Analisa masalah dapat ditemukan dengan
kepekaan dan kepedulian terhadap tuntutan dan/atau kondisi lingkungan dalam bentuk
pemindaian lingkungan atau environmental scanning. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji
kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Berdasarkan
pengalaman penulis menjadi Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan
pada Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Ditjen VII Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dapat ditemukan beberapa isu menarik
yang dapat menjadi bahan dalam rancangan aksi perubahan, yaitu sebagai berikut.
1. Belum adanya kebijakan berkaitan dengan penanganan kasus berulang yang tahapan dan
tipologinya sama.
Beberapa permasalahan pada kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan tidak terlepas
dari terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Pada
penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional khusunya Ditjen 7 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti
menyebutkan bahwa 40% permasalahan pertanahan disebabkan oleh maladministrasi,
diikuti dengan 30% disebabkan oleh permasalahan pidana dan 30% oleh permasalahan
perdata. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk dibuat sebuah peraturan untuk
pencegahan terjadinya kasus pertanahan berulang berdampingan dengan peraturan

mengenai penanganan kasus pertanahan.
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2. Belum adanya kebijakan yang mengatur tata cara pencegahan kasus pertanahan.
Memasuki era society 5.0, pemanfaatan teknologi sudah mulai mempertimbangkan aspek-
aspek humaniora terhadap proses penyelesaian masalah yang ada di sektor publik. Era
Revolusi Industri 5.0, dimana ada potensi yang cukup besar mafia tanah akan mencoba
untuk masuk dalam sistem pemerintahan, sehingga untuk melakukan pencegahan
bergeraknya mafia tanah dalam kegiatan pembangunan tersebut tentu dibutuhkan suatu
bentuk upaya pencegahan agar tidak mempunyai ruang gerak. Oleh karena itu, perlu
memperkuat kebijakan terkait tata cara pencegahan kasus pertanahan dan administrasi
pertanahan yang ada di Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

3. Belum tersusunnya bank penyelesaian kasus pertanahan.
Rekomendasi disusun dalam satu file. jadi penyelesaian rekomendasi itu ada beberapa kasus
permasalahan sesuai tipologi dan anatomi dengan kemiripan. jd referensi untuk dilihat
diadaptasi kalau seandainya terjadi lagi.

Salah satu faktor kunci kualitas pelayanan publik ditentukan dari tanggapan dan
penerimaan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat
merupakan bagian penting dan titik strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan pengaduan yang masuk ke
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sangat banyak dan tidak
sedikit yang memiliki kesamaan permasalahan. Sehingga diperlukan inovasi baru dalam
menangani kasus-kasus pertanahan yang terjadi berulang-ulang. Diperlukan suatu sarana untuk
menampung informasi secara terintegrasi berkaitan dengan bank penyelesaian kasus
pertanahan dengan sumber data dari rekomendasi atas penyusunan kebijakan tentang
pencegahan permasalahan pertanahan. Rekomendasi ini disusun dalam suatu platform
terintegrasi dimana terdapat beberapa kesamaan pada beberapa permasalahan

Pemilihan isu dari ketiga isu di atas akan penulis lakukan dengan melakukan teknis
analisis isu yaitu USG (urgency, seriousness, growth) untuk menentukan isu yang paling
penting dan mendesak untuk segera ditangani. Indikator urgency yaitu mengenai seberapa
mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Indikator seriousness yaitu
mengenai seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.

Indikator growth yaitu mengenai seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika
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tidak ditangani sebagaimana mestinya. Hasil analisis isu dengan menggunakan metode USG

adalah sebagai berikut:

No Masalah U|S | G | Total | Peringkat

Masih terdapat kasus berulang yang tahapan dan
1| _ 44| 5| 13 3
tipologi yang sama

Belum adanya pengaturan pencegahan kasus

pertanahan

3 | Belum tersusunnya bank penyelesaian kasus 515 | 4 14 2

Tabel 1, Teknik pemilihan isu dengan USG

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG yang digunakan penulis dalam
mengumpulkan data isu yang harus segera ditangani, dapat diperoleh isu utama yang akan
dipakai penulis untuk menjadi judul dalam Rancangan Aksi Perubahan yang memungkinkan
bagi penulis untuk melaksanakan aksi perubahan, yaitu isu optimalisasi pencegahan
sengketa, konflik, dan perkara pertanahan melalui konsep rancangan peraturan
menteri/kepala terkait pencegahan kasus pertanahan.

Sebagai data sumber daya yang akan membantu penulis melaksanakan Rancangan
Aksi Perubahan, Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan mempunyai

personil sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, yaitu:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri;
Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 1 (satu) orang,

Pejabat Administrator sebanyak 4 (empat) orang,

Pejabat Fungsional Penata Muda sebanyak 6 (enam) orang,

Fungsional Analis sebanyak 12 (dua belas) orang.

© o k~ w N oE

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 4 (empat) orang.

Isu mengenai optimalisasi pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan
melalui konsep rancangan peraturan menteri/kepala terkait pencegahan kasus pertanahan pada
Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dapat ditangani dan
ditindaklanjuti jika kita mengetahui sebab dan akibat terjadinya isu tersebut. Untuk mengetahui

secara detail mengenai isu ini, dapat dilakukan dengan menggunakan teknis analisis fishbone
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diagram. Analisis fishbone adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan
suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah,
ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Penulis akan menggunakan metode 4M untuk
menentukan kategori penyebab isu, antara lain: man; method; money; dan material. Man dalam
kasus ini adalah sumber daya manusia yang ada di Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan
Kelembagaan, method adalah metode atau proses dalam penyelenggaran rapat pembahasan
rancangan peraturan menteri, money adalah anggaran yang disediakan untuk
menyelenggarakan rapat sedangkan material adalah bahan atau data yang harus disiapkan
dalam penyelenggaraan rapat. Berikut merupakan diagram hasil analisis menggunakan
fishbone.

Kurangnya jumlah SDM yang Hasil rapat tidak
sesuai qualifikasi sesuai target
Banyaknya pihak yang terlibat Kurangnya data Belum
adanya

pengaturan
tentang
pencegahan

Belum jelasnya prosedur Anggaran yang ketat kasus
pencegahan kasus pertanahan
Belum ada indikator untuk
mengukur penanganan kasus Tenggat waktu
anggaran

Gambar 4, Teknik analisis akar masalah dengan fishbone

-14-



BAB IV
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH
A. Terobosan/Inovasi
Inovasi yang akan dibuat berdasarkan rancangan aksi perubahan berkaitan dengan
masalah utama adalah belum dibentuknya pedoman berupa peraturan Menteri/Kepala terkait
Pencegahan Kasus Pertanahan. Oleh karena itu, perlunya dibuat draft konsep Peraturan
Menteri/Kepala terkait dengan Pencegahan Kasus Pertanahan yang akan dirapatkan dengan
para pemangku kepentingan dalam beberapa pertemuan sampai draft tersebut disepakati dan

siap dilimpahkan kepada Biro Hukum untuk legal drafting.

B. Milestone dan Kegiatan
Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan aksi perubahan draft konsep Peraturan
Menteri/Kepala terkait dengan Pencegahan Kasus Pertanahan adalah sebagai berikut:
1. Aksi Perubahan Jangka Pendek
a. Rapat pembahasan draft peraturan menteri;

b. Kesepakatan terkait ruang lingkup peraturan menteri.

Waktu (Bulan)

No Kegiatan Agustus Sep Okt Output/Evidence
I 1 T 1 1V 1 A A 1 1 B AV |
A. Tahapan Persiapan
1 Koordinasi dan konsultasi Konsultasi dan
dengan coach dan mentor dokumentasi
2 Pembentukan tim efektif Pemberitahuan,

dokumentasi rapat

3 Pengumpulan data pendukung Arsip
B. Tahapan Implementasi
1 Sosialisasi aksi perubahan Dokumentasi rapat,
pada tim notulensi
2 Penyusunan draft peraturan Konsep draft,
menteri dokumentasi, arsip
3 Persiapan fullboard Dokumentasi,
administrasi
4 Pelaksanaan fullboard Dokumentasi, arsip,
notulensi
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5 Finalisasi draft peraturan Dokumentasi, arsip,

menteri notulensi

C. Tahapan Monitoring

1 Penyerahan konsep draft Arsip, notulensi
peraturan menteri ke Biro

Hukum

2 Monitoring terhadap Laporan

pengesahan peraturan menteri

Tabel 2, Uraian kegiatan aksi perubahan
2. Aksi Perubahan Jangka Menengah
a. Evaluasi terhadap pelaksanaan rapat;
b. Perbaikan/revisi peraturan menteri berdasarkan hasil evaluasi dari rapat.
3. Aksi Perubahan Jangka Panjang
a. Pencantuman indikator pencegahan kasus pertanahan;

b. Pencegahan kasus yang tuntas dan terukur.

C. Sumber Daya
Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan ini akan membutuhkan beberapa sumberdaya
yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya, antara lain:

1) Tim Kerja, adalah tim pada subdirektorat pencegahan dan hubungan kelembagaan yang
terdiri dari para penata pertanahan muda, penata pertanahan pertama, analis hukum
pertanahan, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri;

2) Stakeholder terkait, meliputi para pejabat eselon I, Il, dan Il dari berbagai satuan kerja
yang akan turut serta dalam perumusan draft peraturan menteri dan para akademisi dari

Universitas Trisakti yang melakukan penelitian ke kantor pertanahan;
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Direktur Pencegahan dan
Penanganan Konflik (Mentor)

Kasubdit Pencegahan dan Hubungan Kelambangaan
(Project Leader)

Project Team

Kepala sub Direktorat Penanganan Konflik Kelompok
Masyarakat dan Tanah Ulayat

Kepala sub Direktorat Penanganan Konflik Instansi
Pemerintah/BUMN/BUMD:

Kepala Bagian Program dan Hukum
Pejabat fungsional penata pertanahan
Analis sengketa pertanahan

Gambar 5, Bagan tim efektif Dit PPKP

Uraian Tugas Tim Efektif:

1.

Mentor :

Mengarahkan, membimbing, menyetujui dan mendukung aksi perubahan;

Project Leader :

Bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan dan kesuksesan aksi
perubahan;

Kepala sub Direktorat Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat :
Membantu Project Leader, mengkoordinasikan dengan jajarannya, membangun komitmen
dan pendampingan pelaksanaan kegiatan;

Kepala sub Direktorat Penanganan Konflik Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD:
Membantu Project Leader, mengkoordinasikan dengan jajarannya, membangun komitmen
dan pendampingan pelaksanaan kegiatan;

Kepala Bagian Program dan Hukum :

Membantu Project Leader, mengkoordinasikan dengan jajarannya, membangun komitmen
dan pendampingan pelaksanaan kegiatan;

Pejabat fungsional penata pertanahan muda :

Sebagai pelaksana dalam kegiatan;

Analis hukum pertanahan :

Sebagai pelaksana dalam kegiatan.
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Pemanfaatan Jejaring:

Secara sederhana, jejaring (networks) dapat diartikan sebagai grafik keterkaitan yang
mencerminkan hubungan yang simetris maupun asimetris antar objek yang terpisah. Objek (disebut
vertex atau nodes) saling terhubung satu sama lain melalui saluran yang disebut edge atau ties. Dari
sisi kualitas proses, objek-objek dalam jejaring dapat memilih jalur keterhubungan sendiri
(discretionary), mengelompok berdasarkan bias kesamaan karakter antar objek (assortative
mixing), maupun membentuk hubungan timbal balik yang mutual (reciprocity). Dalam sebuah
organisasi, kita bisa dengan mudah melihat bagaimana para anggotanya menjalin hubungan,
bagaimana mereka mengelompok, serta apakah hubungan yang terbentuk saling timbal balik.

Berikut ini merupakan strategi pemanfaatan jejaring untuk melaksanakan rancangan aksi

perubahan.
DIRJEN PSKP
KASUBDIT KKMTU DIREKTUR PPKP
3 UNIVERSITAS
TRISAKTI
KASUBDIT KIP
. KT MasvarakaT
PROJECT LEADER
- - 4
-
KABAG HUKUM DAN -
PROGRAM
LSM
KABID V
ORI
KAKANTAH Keterangan

Hitam: Hirarki/Pelaporan
Biru: Koordinasi

Jingga: Kolaborasi

Hijau: Aspirasi

Gambar 6, Jejaring kerja dalam aksi perubahan
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Pemetaan Stakeholder
Pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan
menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi

kesuksesan dari sebuah kegiatan.

LATENTS 1 | promoTORS

Bagian Program dan Hukum 1. Direktur Jenderal
Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan;

2. Direktur Pencegahan dan

Penanganan Konflik
« » | INTEREST
APATHETICS DEFENDERS
1. Kepala BidangV 1. Kepala sub Direktorat Konflik
Pengendalian dan Kelompok Masyarakat dan
Penanganan Sengketa; Tanah Ulayat;
2. Kepala Kantor Pertanahan 2. Kepala sub Direktorat Konflik
Instansi

Pemerintah/BUMN/BUMD;

3. Ombudsman Rl;
4. Universitas Trisakti;
5. Masyarakat;
6. LMS
v
INFLUENCE

Gambar 7, Risiko adanya pengaruh dan kepentingan para pihak
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Analisis Stakeholder:

Secara sederhana, stakeholder adalah semua pihak baik itu individu, komunitas atau
kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan
dan permasalahan yang sedang dibahas. Stakeholder juga dikenal dengan istilah pemangku
kepentingan. Berikut ini merupakan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana aksi
perubahan penulis beserta pengaruh dan perannya.

Nama Stakeholders Peranan Pengaruh Hubur]gan
Kerja
Direktur Jenderal Pengaruh besar
Penanganan Sengketa dan Pembuat Kebijakan kepentinaan besér Pembina
Konflik Pertanahan P g
Direktur Pencegahan dan Memc?elil araZan, P hb
Penanganan Konflik menduikung dan engaruh besar, Mentor

memfasilitasi kegiatan

kepentingan kecil

Pertanahan
secara langsung
Mendukung dan Pengaruh kecil
Kepala Subdit KKMTU memfasilitasi kegiatan g ! Rekan Kerja

secara langsung

kepentingan besar

Kepala Subdit KIP

Mendukung dan
memfasilitasi kegiatan
secara langsung

Pengaruh kecil,
kepentingan besar

Rekan Kerja

Kepala Bagian Program dan

Mendukung dan

Pengaruh besar,

Hukum memfasilitasi kegiatan kepentingan Kecil Koordinasi
secara langsung
Kabid V memfasilitasi kegiatan Penga_ruh keC|I,_ Koordinasi
kepentingan kecil
Kepala Kantor Pertanahan memfasilitasi kegiatan kzsgggguggrl:elggil Koordinasi
Universitas Trisakti Memfasilitasi kegiatan Penga_ruh keC'I’. Referensi
kepentingan kecil
Ombudsman RI Inspirasi Penga_ruh kec'l’. Referensi
kepentingan kecil
Subjek yang Pengaruh kecil, Penerima
Masyarakat berkepentingan kepentingan besar manfaat
Subjek yang Pengaruh kecil, Penerima
LMS : .
berkepentingan kepentingan besar manfaat

Tabel 3, Daftar stakeholder
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Pemanfaatan Teknologi Digital

Era digitalisasi dan modernisasi menuntut masyarakat, terutama Aparatur Sipil Negara
(ASN) untuk mengikuti dan menguasai teknologi. Khususnya, dalam mempermudah dan
mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan, digitalisasi dilakukan dengan penggunaan sistem persuratan
elektronik bersama justisia.atrbpn.go.id yang selalu dikaji ulang setiap tahun untuk

pembaharuan dan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dokumen
Perkara PERINGATAN Pota SKP
= = = Valldas hanyn ¢ Memberikan tands
JlJ‘;tlcﬂa atrbpn g&L terbaca di Riwayat bidangyang
Kasus pada KKP, bermasalahdi Peta
* Catal. terbacs di Pendafiaran pada
Riwayat Kasus pada Aplikast
KKP tapitidak bisa Komputerisaszi
R e melakukan pelsyanan Kegiatan Pertanahan
{ Data Utama en_aﬂganan { LY pertsnahan (KKP)
[ lnﬁm__ﬂ:k:z ' +  Analis& Entrf i A
| hane | fomeer | Bl L Sesposstapel Data Utarma _Penanganon_|
; ® Kriteria * Tanggal IMediasi/Gelar Qm Luas * Pengadilan® Resume * Men|alankan
} Kasus . * Petihal Rizalah 5 * Tanggal Perkara  * Makim Perkara Sidang /
‘ 5 :(E;gi:mn * No.| + Pakok Surat g:nl.wlnhun | | | Gugatan  « No. Sertiplk  Ketus « Pertimbang | * PulusanSidang
| xasus Keputusan | | * NoPerkara at * Kuasa an Hukum
DataKasus  + Tipologi * Pilihan Objeke Resume penyelesaian
* Tipe Kasus  ~ Luastanah Sengkets * Status Kasus
* Tanggal * Status Tanah* Objek Kasus = Nama
Hegister * Pilthen * Pilihen Terlapor
* No. Register Tansh Subjek * Nama
Xasus Negora Kasus pelapor
* Kriteria + Pilihanhak » Onjvk Kasus * Akar
Kasus * Peruntukan
* Pokok * Pemanfaate
Mazaloh

Aplikasi Sengkata,
Konflik don Perkara Pertanahon

| * Kriteria Hukum  » akar
(K1, K2, X3) Kasus * Nama * Pokok Masalah
1 * Tipologi Penprupal  Gupatan ¢ Putusan
| * Objek * Nama Pengadilan
|  Gugatan Tergugat  * Petitum

‘\ Ditekrorat Jenderal Penan
o, N Sengketa dan l-,\"‘:n?-'; ahan

Gambar 8, Alur digitalisasi pelayanan
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D. Anggaran

Pelaksanaan rancangan aksi perubahan Kkinerja organisasi ini akan memerlukan

manajemen anggaran yang rigid dan sesuai target. Berikut ini merupakan estimasi kebutuhan

anggaran untuk melaksanakan kegiatan rapat rancangan peraturan menteri yang berkaitan

dengan pencegahan kasus pertanahan.

Wolume | Jenis kemponen . .
Hode uraian R0y Kompanen, s/ Detil Rincian Utamay Fincian Perthitingan Harga Satusn (Rp} Jumizh [Rg) Ketarangan
Output (R0} | Pencuinng
Jumiah | Sstan
1 B 3 [ 5 3 7 ] 3
= e _—
524134 Belanjn Perjalanan Dinas Paket Meeting Dl Koo 34,425 000 | PNEP
»Fulcay Sosialisasi Pencegahen Kasus Partanahan 24.427.000
- Fullday Benting Eselon | & || [15 Drang x1 Poket x4 Kaii] | of E5T.000 0000
- Fullgsy B4eeting Eselon B ke bawah 35 Oreng k 1 Paketx 1 2l as] of 433,000 15,232,000
- Lang Karian [45 Srong k 1 Hari] a5 ox 430,800 5.230.000
- Transpart a5 o 130000 6730000
s Behinja Bahan 21342.000 | PNEP
- Perggandann'Faba copy 33EE|LAR 230 B42.000
- Beckzrop, Spanduk razsT 1,000,000 1,000,000
- Periiligen 30feks? 2.000 720,000
= ATK/Penunjang Komputer 1{PARET 3000004 3.000.000
- Szmingr Kit as|razsT 220.000 13730000
521811 Belnja Persedinan Barang Konsumsi 24.000.000 | PREP
= ATK/Penunjang Komputer zlParET 8000009 249.000.000
522151 Belanjn Fasa Profesi SU600.000 | FNBP
- Honor Namsumber Ession | [2 OAG x 2 Lana] & [+1] 1400000 FELO.000
- Horor Nomsumber Eselon || [2 ORG 1.2 14M] 4| ol 4000800 4000000
521211 Belanjn Bahan
*FLULLBCARD PENGKARAN DM PENANGANAN, SENGKETA, KONFLIK, DAY FEREARA 512000 (RM
- ATH/Penunjerg Bomprter 3| PakET 2,000,000 L0000
-Perijliden | Exse 23000 1730500
- Renggeecdann z1E|  LER a3 2037500
-kansumsi Fapet [23 orang 3kl L -] .00 62,000
- Backorop, Spanduk 1| PaET 1,000,000 1000.000
~Zeminer Kit 476 PASET 310800 24100000
520119 Belanja Perjalanen Dinas Paiet Meeting Lusr Kota
= FLLLBCARD PENGKANRAN DAH FENAHGANAN, SENGKETA, KOMFLIK, DES FEREARS DI FOSTAKARTA GB5.488.000 | R
- Uerg Harian [126 DRANGH 2 HARI ¥ 1 KAL] 3z oH 240,000 B0
-Trnspart Peserta Puset [32 ORARKS k1 KAL) LH ot 2.439.000 224,328,000
~Taksi Jekiarta-Deersn PP [125 DRG X1 HAR 4 1 KAL] 426 ot £00.000 THEN00
~Transpart Peserts Dnersn [34 ORANG K 1 KALI] EX) o 4,402,000 129.458.000
- Fullboerd Eselon | B || [12 DRANG x 2 PAKET k1 ALY 24 o 563,000 23112000
- Fullbosrd Esefon 11l ke bewen [11% DRANG K 2 PAKET ¥ 1 KALD 228 o TI0.000 171000000
522151 Belanja Jasa Profesi 15.200.000 | PNEP
=~ Horor Nemzumber Exelon | [4 CRG 1.2 1AM £ ol 1400000 11200000
~Horor Nemsumber Eselon Il [2 CRG x 2 1aM] 4 ol 000,800 4000500
521213 Honar Dukput Kegiaton 2.B50.000 | FNEF
-Peranggung Javab |1 ORANG X 1KEG] 1 ox 430,000 430,000
-Kehm [1ORANG 2 1KEG] 1 o A00.500 400,000
-Sekretaris [10RANG x 1 KES] 1 oF 300000 300,000
-ArgEoin [ ORANGH 1KEG] 9 o 300000 2700000
524111 Behnja perjalonan binsa 357,200 000 | FNEF
-Transportasi (3 Orangx 1 Ealiy S Satker] ) ar 030000 202000000
- Usrg Harian |3-0rang 2 1 Knki x4 Har x 3 Sther] 163 oH 400500 54000800
- Utrg Hotel E5 1, 1L, & 11| [3 Creng x4 Kali & 3 Heri 3 2 Satiker) 120 oH 4000000 120,000,000
= Usrg Representatif Eseion | & 11 {2 Oreng k 1 Eali x4 Heri X E Setier] B2 oH 173,000 11 20000

Gambar 9, Mata anggaran
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E. Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber

risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi.

Untuk melaksanakan aksi perubahan ini, terdapat risiko-risiko yang harus diwaspadai untuk

mencegah, meminimalisir, dan mengelola risiko dalam proses pelaksanaanya. Beberapa risiko

yang harus diwaspadai antara lain:

No Kegiatan/Tahapan Kegiatan Potensi Risiko Mitigasi Risiko
1 Koordinasi dan konsultasi Kesulitan menemukan | Mengabarkan coach dan
dengan coach dan mentor waktu yang sesuai mentor sebelum hari H
- Memastikan SDM yang
2 Pembentukan tim efektif Plhhatre]r%g)tg/ls yang dipilih adalah yang
berkualitas
3 Hilangnya data Melakukan digitalisasi
Pengumpulan data pendukung historis data
4 | Sosialisasi aksi perubahan pada | Jadwal yang padat dan | Menentukan jadwal dan
tim berbenturan menginfokan tim segera
Belum ada SDM yang | Memberikan arahan dan
5 Penyusunan draft peraturan e : .
menteri spesifik dengan petunjuk berupa lisan
keahlian legal drafting maupun referensi
6 Persiapan fullboard Perdebatan panitia Dipilihkan 1 orang sebagai
dalam memutuskan penentu dalam perdebatan
Tidak berjalan sesuai .
7 . Moderator membatasi dan
Pelaksanaan fullboard target penyelesaian kan fokus bah
draft menetapkan fokus bahasan
o Waktu yang terbatas Menentukan waktu rapat
8 Finalisasi draft peraturan : :
menteri dalam penyempurnaan | bersama tim untuk dibahas
draft bersama
Penverahan konsen draft Memastikan draft selesai
9 y ep Keterlambatan sesuai jadwal dan
peraturan menteri ke Biro . .
Hukum pelimpahan mengawasi proses
pelimpahan
Kesulitan monitor .
10 Monitoring terhadap karena sudah iﬁ\:lilg?gtat{(iﬁweﬁr?& t
pengesahan peraturan menteri dilimpahkan ke P leqal drafti
eksternal ditjen proses legal drafting nya.

Tabel 4, Mitigasi Risiko
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Tingkatan Risiko Eksposur Kategori Tindakan

Low 1 Tidak Signifikan ~ Tidak membultuhkan perlakuan tambahan

Medium Low 2-4 Dapal Diterima Lakukan prosedur control rutin yang ada

Medium 5-9 Sedang Dapat diterima dengan catatan lakukan eksplorasi
sebelum dilaksanakan lakukan upaya mitigasi risiko
berdasarkan cost-benefit analysis

Medium High 10-15 Signifikan Mendesak dan perlu dianalisis secara mendalam.
Upayakan pengalokasian sumber daya

High 16-25 Di Luar Toleransi  Perlu tindakan secepalnya, upayakan sumber daya dan
jika perlu balalkan aklivitasnya

Gambar 10, Analisis tingkat risiko

PRIORITAS RISIKO RENCANA AKSI PERUBAHAN

5
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|
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Consequences

Gambar 11, Prioritas risiko rencana aksi perubahan
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PROFIL RISIKO RENCANA AKSI PERUBAHAN

5 5 sedang

2 00 T~ —0 x —

4 sedang

4 sedang 5 sedang

Consequences

Gambar 12, Profil risiko rencana aksi perubahan

No. | Potensi Kendala/Risiko Rencana Mitigasi Indikator Keberhasilan
1 Waktu yang terbatas Membuat jadwal dan disiplin | Berhasil melaksanakan rapat
implementasi sesuai jadwal yang ditentukan
2 | Anggaran yang ketat Penyusunan anggaran yang | Penyerapan anggaran  sesuai
rigid dan sesuai sasaran target
3 Sumber daya manusia | Mengadakan rapat rutin untuk | Anggota tim memahami tupoksi
yang terbatas memastikan kualitas tim masing-masing dalam
pelaksanaan tugas agar hasilnya
maksimal
4 Konsep rapat yang kurang | Menentukan moderator untuk | Diskusi berjalan sesuai topik
fokus pada pembahasan mengarahkan rapat yang ingin dibahas
5 Kurangnya kehadiran | Melakukan absensi setiap | Peserta hadir lengkap

peserta pada saat rapat

masuk ruangan

Tabel 5, Pengelolaan Risiko
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BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI

Sebagai unsur sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintahan, Aparatur Sipil
Negara (ASN) turut dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya demi mewujudkan
target/tujuan organisasi. Adapun peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dapat
dilakukan melalui pengembangan kompetensi. Menurut Jacobs (1989), kompetensi merupakan
keterampilan atau kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan “baik”. Dalam
konteks ini kata “baik” ditekankan pada pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Tingkat
efektif dan efisien pelaksanaan pekerjaan sangat ditentukan oleh kemampuan pegawai yang
mencakup aspek pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill) dalam bersikap (attitude), kerja
sama, pemecahan masalah dan kemampuan lainnya. Oleh sebab itu membentuk sumber daya
manusia yang berkompeten tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Kompetensi bisa diperoleh melalui pengalaman kerja, pengalaman hidup, studi, atau pelatihan.
Dari pengembangan dan peningkatan kemampuan tersebut diharapkan akan membentuk
sumber daya manusia yang beretos kerja, terampil, kreatif, disiplin dan profesional serta
mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan
daya saing. Berangkat dari argumen tersebut, pengembangan kompetensi sumber daya manusia
aparatur menjadi penting untuk dilakukan pada seluruh ASN.

Pengembangan kompetensi merupakan salah satu hak bagi Aparatur Sipil Negara
termasuk Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu penting artinya kepada seluruh Pegawai Negeri
Sipil dilakukan upaya pembinaan kompetensinya baik yang bersifat teknis, manajerial dan
sosial kultural paling sedikit selama 20 Jam Pelajaran setiap tahun. Pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan
penataran yang kemudian harus dilakukan evaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan
digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan Kkarier.
Dalam mengembangkan kompetensi tersebut setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun
rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran
tahunan instansi masing-masing.

Berdasarkan data yang diambil pada Sistem Informasi Penilaian Kompetensi (SIPK),

berikut merupakan kompetensi yang sudah dikuasai dan harus dikembangkan oleh penulis.
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Integritas
Perekat Kerja
Bangsa Sama
mbilan
Komun
utusan
Orientasi
Aengelola
pada
erubahan :
Hasil
Pengembangan
Diri dan Pelayanan
Orang Lain Publik

Nilai - Standar Kompetensi - Gap

Aspek Nilai Standar
Kompetensi

Integritas 2 2
Kerja Sama 3 2
Komunikasi 2 2
Orientasi pada 3 2
Hasil

Pelayanan 2 2
Publik

Pengembangan 2 2
Diri dan Orang

Lain

Mengelola 2 2
Perubahan

Pengambilan 2 2
Keputusan

Perekat Bangsa 1 2

Gambar 13, Profil kompetensi manajerial dan sosial kultural
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Aspek Kompetensi
Pengukuran Bidang Tanah
Pematoan

Fenetapan Haok Tanah
Fendaftaran Tanah
Landraform

Pengaturan Fertanahan
Pengendalian Pertanahan
Penonganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Pengadoon Tanah
Fenilaion Tanah
Konsolidasi Tanah

Teknik Penatoan Ruang

Teknik Merancang Struktur daon Fola Ruang

Teknik Penyusunan Sistermn Pengendalion Pemanfaataon Ruang

Perencanaan Program dan Anggaran
kManajermen S0k

Penjaminan Mutu

Milai Standar
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 2
1 2
1 2
2 2
1 2
2 2
2 2
1 2
2 2
1 2
2 2

Pl Duser - Cizkd Kaparnipiner

m IPETENS| WA AP KDMPETENS) SOSIALS KULTURAL

Gambar 14, Kompetensi manajerial dan sosial kultural

Gap

-1

m PENDEMEBANGAN DRI DAN GRANG LAIN e PERUBAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAR m

Pkl ko K

Pkl M S0W g Acviscinly Quoliént

Pkl Moncanw Hubungan Pubik

Pkl Maiafsns a3 Ciganiagsi

Pkl Mungferin Pakit i Seabig]

Paklien Mambangun koo el Kemunlios jong
aiisl

Pkl Manciplokan Budgya ‘Conlireeus rgwavamant of
Ligluingan K

Pkt Mgt Kebaragainai  Unghurgan ki

Gambar 15, Pengembangan Kompetensi
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Berkenaan dengan hal tersebut maka pengembangan kompetensi itu perlu dilakukan
melalui strategi-strategi tertentu sesuai dengan peraturan yang ada serta cara-cara tertentu
dalam mengembangkan kompetensi setiap Pegawai Negeri Sipil. Berikut ini merupakan

strategi penulis dalam meningkatkan kompetensi sebagai bahan evaluasi atas kekurangan diri

dengan hasil pemetaan sebagai berikut:

Profil Kompetensi Manajerial dan Kegiatan Pengembanaan
No. Sosial Kultural g g g
1 Perekat Bangsa Diklat kepemimpinan, weplnar, dan
pengalaman praktis
No. Aspek Kompetensi Kegiatan Pengembangan
1 Pengukuran bidang tanah Diklat kepemimpinan, wel_:)lnar, dan
pengalaman praktis
9 Pengendalian Pertanahan Diklat kepemimpinan, Weplnar, dan
pengalaman praktis
3 Penanganan Sengketa dan Konflik Diklat kepemimpinan, webinar, dan
Pertanahan pengalaman praktis
4 Pengadaan Tanah Diklat kepemimpinan, Weplnar, dan
pengalaman praktis
5 Konsolidasi Tanah Diklat kepemimpinan, weplnar, dan
pengalaman praktis
5 Teknik Penyusunan Sistem Pengendalian Diklat kepemimpinan, webinar, dan
dan Pemanfaatan Ruang pengalaman praktis
7 Manajemen SDM Diklat kepemimpinan, Weplnar, dan
pengalaman praktis

Tabel 6, Rencana kegiatan pengembangan kompetensi
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BAB V

HASIL IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Hasil Pemetaan Sikap dan Perilaku

Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Program

Agha Setia Putra Nama Mentor : Arif Rachman, S.ILK,

Ekasaptadi, S.H. M.T.C.P.
198311172008041002 NIP Do-

Kepala Subdirektorat Jabatan . Direktur Pencegahan dan
Pencegahan dan Hubungan Penanganan Konflik
Kelembagaan Pertanahan

Kementerian ATR/BPN Instansi : Kementerian ATR/BPN

Pelatihan  Kepemimpinan
Administrator

Tabel 7, Rekap nlai peserta dan mentor
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Komponen | Sub Komponen Nilai Nilai Nilai Kualifikasi
Peserta Mentor Rata-Rata

Integritas Tanggung jawab 9 9 9 Istimewa
Komitmen 9 9 9 Istimewa
Kedisiplinan 9 9 9 Istimewa
Kejujuran 9 9 9 Istimewa
Konsistensi 10 9 9.5 Istimewa
Pengambilan Keputusan | 10 10 10 Istimewa
Dilema
Rata-Rata 9.3 9.1 9.2 Istimewa

Kerjasama | Kerjasama Internal 10 9 9.5 Istimewa
Kerjasama Eksternal 10 9 95 Istimewa
Komunikasi 10 9 9.5 Istimewa
Fleksibilitas 10 10 10 Istimewa
Komitmen dalam Tim 10 10 10 Istimewa
Rata-Rata 10 9.4 9.7 Istimewa

Mengelola | Orientasi Pelayanan 9 9 9 Istimewa

Perubahan | Adaptibilitas 10 10 10 Istimewa
Pengembangan diri dan orang | 9 9 9 Istimewa
lain
Orientasi pada Hasil 10 9 95 Istimewa
Inisiatif 10 10 10 Istimewa
Rata-Rata 9.6 9.4 9.5 Istimewa

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku 9.6 9.3 94 Istimewa

Keterangan

1-2  : Sangat kurang
3-4  :Kurang

5-6  : Cukup

7-8  :Baik

9-10 : Istimewa

Tabel 8, Rekap nilai peserta dan mentor
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Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

Nama Agha Setia Putra Nama Mentor Arif  Rachman, S.I.LK,,
Ekasaptadi, S.H. M.T.C.P.
NIP 198311172008041002 NIP -
Jabatan Kepala Subdirektorat Jabatan Direktur Pencegahan dan
Pencegahan dan Hubungan Penanganan Konflik
Kelembagaan Pertanahan
Instansi Kementerian ATR/BPN Instansi Kementerian ATR/BPN
Program Pelatihan  Kepemimpinan
Administrator (PKA)
Angkatan Il Tahun 2023
Nilai Komponen
Sub Sub Sub Rata-Rata Kualifikasi
Komponen Komponen Komponen Total Sub | Total  Sub
Integritas Kerjasama Mengelola Komponen Komponen
Perubahan
Peserta 9.3 10 9.6 9.6 Istimewa
Mentor 9.1 9.4 9.4 9.3 Istimewa
Nilai Rata- | 9.2 9.7 9.5 9.4 Istimewa
Rata Per Sub
Komponen
Kualifikasi Istimewa Istimewa Istimewa Istimewa
Per Sub
Komponen
Keterangan
1-2: Sangat kurang Akhir Sikap Perilaku adalah
g:g : éﬁmg 9.4 dengan kualifikasi
7-8; Baik istimewa

9-10: Istimewa

Tabel 9, Rekap Nilai Akhir Peserta
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Il. Rencana Pengembangan Potensi Diri
Profil kompetensi manajerial dan sosial kultural diri berdasarkan SIPK Kementerian
ATR/BPN, yaitu :

Nilai - Standar Kompetensi - Gap

Aspek Nilai Standar Gap
Kompetensi
Integritas
‘ Integritas 2 2
Perekat Kerja
Bangsa Sama Kerja Sama 3 2
2 Komunikasi 2 2
Orientasi pada 3 2
mbilan ;
Komun Hows
iutusan
Pelayanan 2 2
Publik
Pengembangan 2 2
, | Orientasi Diri dan Orang
Aengeiola i
3 FOGO Lain
erubahan .
Hasil Mengelola 2 2
Pengembangan Perubahan
Diri dan Pelayanan .
Orang Lain Publik EgTR 2 2
Keputusan
Perekat Bangsa 1 2 -
Gambar 16, Profil kompetensi manajerial sosial kultural
Profil Kompetensi Manajerial dan Kegiatan Penaembanaan
No. Sosial Kultural g g g
Diklat kepemimpinan, webinar, dan
1 Perekat Bangsa P P )
pengalaman praktis
No. Aspek Kompetensi Kegiatan Pengembangan
. Diklat kepemimpinan, webinar, dan
1 Pengukuran bidang tanah P P .
pengalaman praktis
. Diklat kepemimpinan, webinar, dan
2 Pengendalian Pertanahan P P )
pengalaman praktis
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3 Penanganan Sengketa dan Konflik Diklat kepemimpinan, webinar, dan
Pertanahan pengalaman praktis

4 Pengadaan Tanah Diklat kepemimpinan, weplnar, dan
pengalaman praktis

5 Konsolidasi Tanah Diklat kepemimpinan, wel_:)lnar, dan
pengalaman praktis

5 Teknik Penyusunan Sistem Pengendalian Diklat kepemimpinan, webinar, dan
dan Pemanfaatan Ruang pengalaman praktis

; Manajemen SDM Diklat kepemimpinan, wel_:)lnar, dan
pengalaman praktis

Tabel 10, Rencana kegiatan pengembangan kompetensi

Merujuk pada capaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural Diri pada gambar di atas,
nilai kompetensi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama masih belum memenuhi
persyaratan, dimana nilai kompetensi untuk masing-masing aspek dipersyaratkan adalah 4.
Sehubungan dengan hal tersebut, rencana pengembangan potensi diri yang dapat dilakukan antara
lain dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi diri menuju nilai
4 untuk seluruh aspek komptensi, yaitu: Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil,
Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan, Pengambilan
Keputusan, dan Perekat Bangsa.
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DAFTAR PUSTAKA
Modul Aksi Perubahan Kepemimpinan Administrator, LAN RI, 2021;
Modul Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, LAN RI, 2021,
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian ATR/BPN;
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Kasus Pertanahan;
Bahan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 Ditjen Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan;

. Sistem Informasi Penilaian Kompetensi Kementerian ATR/BPN https://sipk.atrbpn.go.id/.
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